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PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

a

GUBERNUR RIAU,

bahwa pertambahan penduduk di Provinsi Riau dan
kecenderungan kchidupan masyarakat yang semakin
konsumu! telah menimbulkan bertambahnya volume,
jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam;
bahwa Sampah tclah menjadi permasalahan di Provinsi
Riau sehingga pengelolaannva perlu dilakukan secara
komprehensi! dan terpadu dari hulu ke hilir agar
memberikan mantfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyvarakal, dan aman bagi lingkungan serta dapat
mengubah perilaku masyarakat;
bahwa masih rendahnva kesadaran dan_ perilaku
masyarakat dalam inembuang Sampah pada tempatnya,
mengurangi dan memilah Sampah di rumah tangga;
Dbahwa dalam Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian
hukum, kejclasan tanggung jawab dan kewenangan
Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia
usaha schingga Pengclolaan Sampah dapat berjalan
secara proporsional, cfekuf, dan efisien;

d.d

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan
untuk menctapkan kebijakan dan strategi dalam
Pengelolaan Sampah sesual dengan kebyakan
Pemerintah, menuasilitasi kerjasama antar daerah dalam
Satu provinsi, kemutraun, dan jejaring dalam Pengclolaan
Sampah, menyelenggarakan Koordinasi, pembinaan, dan
pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan
Sampah, dan memfasilitasi penyclesaian perselisihan
Penyetolaan Seimpai antar Kabupaten/Kota dalam 1

[SLU peuvinisi:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d,
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah di Provinsi Riau:

f

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun obs:

u1
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4851}:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1#O0, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor SUSY) scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penctupan Peraturan Pemerintah Penggantu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.

4.

Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Cndeng Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahiin Nedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 6801):

6.

Unaang-Unaaniy Neumor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor ot. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor lo2. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor oSO8}:

8.



10,

ll.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Sampah Spesilik (Lkembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6522),
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangea dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangsa (Lembaruan Negara Repubhk Indonesia Tahun
2017 Nomor 2.23):

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);

12

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Ponvel Nilai Ekonomi Karbon untuk
Pencapaian Target Kontribusi vang Ditctapkan Secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca
dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
Peraturan Menterl Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun
2013 tentang Penvelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
Peraturan Mentor) Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negert Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Altes Peraturan Menmterl Dalam Neger: Nomor 80 Tahun
20'S tentang Permbentukin Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
Peraturan Menteri Lingkungan Flidup dan Kehutanan
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Tempah Pemrosesan Akhir
Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1050);
Peraturan Mentcri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penvusunan
Kebyakan dan Strategi Dacrah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nottlor 7344;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada
Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 752):
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Peraturan Mentcri Lingkungan Hidup dan Kechutanan
Nomor | Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang
Timbul Akibat Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 39):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DAN
GUBIERNUR RIAU

MEMUTUSHLAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BABI
KITENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

PaSal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

4,

a

10.

Dacrah adalah Daerah Riau.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Gubernur adaleh Gubernur Riau.

Bupau, Wrdikots adalah Bupau/Walikota se-Provinsi
Riau.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Riau.
Dinas adalan pcrangkat daerah di Lingkungan
pemerintah provinst vang teribat dalam penyvelenggaraan
Pengelolaan Sampan.

6.6

Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnyva disingkat
BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

7.

Produsen adalah setiap usaha, dan/atau kegiatan vang
menghasilkan timbulan Sampah.

8.

Pihak Keuga adalah pihak swasta, organisasi
kemeasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnva
yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan
Sampah Regional.
Sungai adalah wilavah Sungai dan sempadan Sungai
yang mengalir melalui dan/atau melewati 2 (dua)
Kabupaten/hota atau Icbih termasuk didalamnya aliran
Sungai dan/atau ke danau dan bendungan.



ll.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19,

20.

tO tO

23.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri
atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, Sampah Spesifik dan Sampah Bahan
Berbahava dan Beracun (B3).

Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan
Sampah vang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan vang meliputi penanganan sampah
dari dua atau lebih Kabupaten/Kota di wilavah provinsi.
Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.

Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga vang tidak
termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah
Rumah Tangga vang berasal dari kawasan komersial,
kawasan industri. kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

-15

Sampah Laut adalah Sampah vang berasal dari daratan,
badan air dan pesisir vang mengalir ke laut atau Sampah
yang berasal dari kegiatan di laut.

Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat,
konsentrasinva, dan/atau jumlahnva memerlukan
penanganan Knusus,

Sampah Bahen Berbahava dan Beracun (B38) vang
sclanjutnyva discbut Sampah B3 adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan vang mengandung BB.

Limbah Bahan Berbahava dan Beracun vang selanjutnva
disingkar Limbah (83) adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegialan vang mengandung bahan berbahaya dan/atau
beracun Vang karena sifat dan/atau konsentrasinya
lanfeatau jJumlahnva, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup. dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya,

a

Residu adalah sisa Sampah vang tidak dapat diolah
Geng pemadatar, pengomposan, daur ulang materi,
dan/atau daur lang energl.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan vang sistematis,
menveluruh, dan berkesinambungan vang meliputi
pengurangan dan Penanganan Sampah.

a21

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat
TPA adalah rempat untuk memproses dan
menigembalikan Sampah ke media lingkungan secara
aman Dagi manusia dan tingkungan,
Tempat Pemrosesun Akhir Regional yang selanjutnya
disingkat TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan
memproses dan mengembalikan Sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
vang berasal dart 2 (duaj atau lebih Kabupaten/ Kota.



24.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

-6-

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut
ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat
Pengolahan Sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendaur
ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang
selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, Pemilahan,
penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah yang berasal dari 2 (dua) atau
lebin Kabupaten/ Note.
Sarana Persampahan yang selanjutnva discbut Sarana
adalah peralatan vang dapat dipergunakan dalam
kegiatan Penanganan Sampah.
Prasarana Persaummpahan yvang sclanjutnyva disebut28
Py cla ir Val dapat menunjangau

terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
Penanganan Sampah adalah rangkaian upava yan

es) oS ~ “

meliputi Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan,
pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang
meHputi Permbatasan Tirbulan Sampah, pendaur ulang
Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
Pemilahan oadalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah,
dan/atau sifat Sampah.
Pengumpulan Sampuh adalah kegiatan pengambilan dan
pemindahen Sampah dari Sumber Sampah ke tempat
penvirnpanan sementara.

Penganykutan adalah kegiatan membawa Sampah dari
tempat penvimpanan sementara dan/atau pemindahan
menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau
pemrosesan akhir.

Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah
karakteristiik, komnposisi, dan jumlah agar dapat diproses
lebin laniut. dimantaatkan, atau dikembalikan ke media
lingkingean secura aman, melalui kegiatan teknis berupa
pemacalan, pengomposun, daur ulang mater dan/alau
daur ulang encregi.

Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya Penanganan
Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau
Residu basil pengolauhan sebelumnva ke media

35

Pombatasan Timbulan Sampah adalah upaya
meminimalisasi umbulan Sampah yang dilakukan sejak
scbelum dihasilkannva suatu produk dan/atau kemasan
produk sampai saat berakhirnya kegunaan- produk
dan/atau kemesan produk.
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Pendaur Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan
Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui
suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk
mengguna-ulang sesuai fungsi yang sama atau fungsi
yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari
Sampah vang masih bermantaat tanpa melalui suatu
proses pengolahan terlebih dahulu.

Kompensasi Jasa Pelavanan adalah biaya jasa
pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA
Regional vang dibayarkan oleh Pemerintah
Kabupaten/kota dan Pihak Keuiga sebagal pengguna jasa
kepada Pemerintah Daerah scbagai penyedia jasa sesual
dengan Kiuiltas dan kriteria sebagaimana ditentukan
dakan perlanjian kerja antara Pemerintah Daerah
dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak
heuga.
Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah
pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena
dampak negauif vang diumbulkan oleh kegiatan
Penangunan Samba di tempat Pemrosesan Akhir
Sampah regional.

Baugian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruany Lingkup Peraturan Daerah ini melipuu:
a.

b.

Cc.

d.

ec.

h.

m.

n.

maksud dan tujuan;
kebiakan dan stratcgi;
hak dan kewajiban;
penvelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Scjenis Sampah Rumah Tangga;
penvelenggaraan Pengclolaan Sampah Sungai dan laut;

penvelengeaan Pengclolaan Sampah Spesifik;
penguatan peran masvarakat dalam Pengelolaan

f.

Sampah,
gpeningkatan peran satuan pendidikan dalam Pengelolaan
di

pengembangearn dan penerapan teknolog);
pengembangan dan pencrapan sistem informasi;
kerjasama;
pembiavaan dan kompensast;
pembinaan dan pengawasan: dan

penveles@an persclisihan,

g>

1.

k.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Dacrah ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah melalui
kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah
Dacrah dalam rangka mcnjamin terselenggaranya Pengelolaan
Sampah vang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
untuk:
a. meningkatkan keschatan masvarakat dan kualitas

lingkungan;
b. mengubah Sampah cari material vang udak berguna

menjadi material vang memiliki nilai; dan
c. mengolah Sampah menjadi material yang tidak

membahavakan lingkungan hidup.

BAB I]
KEBIJGAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

2asal 5P

(1) Untuk mencapai tujuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Pemerintah Daerah menetapkan kebyakan dan
strateg? Pengclolaait Sumpah, yang terdiri atas kebijakan
dan strategi:
a. Penguranan Sampah; dan
b. Penanganan Sampah.

(2) Kebyakan dan strategy! Pengeloilaan Sampah scbagaimana
dimaksud pada aval (1) terdiri atas kebijakan dan strategi
Pengclolaan Sampah jangka panjang dan jangka
mcnengah.

Pasal 6

(1) Pemermtah Daerah menyvusun dan menerapkan
kebyakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana
dalam Pasal 5 avat (1) dengan berpedoman pada:
a. Kebijakan dan strategi Pengyelolaan Sampah nasional:
b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
c. rencana pembangunan jangka menengah Dacrah; dan
G. rencena tata ruang Wilavah Daerah.
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Kebiyakan dan strategi Pengclolaan Sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. arah kebyjakan Pengurangan Sampah dan Penanganan

Sampah;

(2)

b. peningkatan nilat ekonomi hasil Pengolahan Sampah;
dan

¢. program Pengurangan Sampah dan Penanganan
Sampah.

Peningkatan milai ckonomi hasil Pengolahan Sampah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan dengan menerapkan konsep, paradigma
dan implementasi ekonomi sirkular.

(3)

Program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf c paling
sedikit memualt:

a. target pengurangan tumbulan Sampah dan prioritas
jemis Sampah secara bertahap; dan

b. target Penanganen Sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu,

Ketentuan Iebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi
Pengclolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4)

(5

Pasal 7

Untuk oimencapal tituan Penyclolaan Sampah yang
sebageainwita dimaksuc dealan: Pasal + diperlukan:
a.

b.

C.

cl,

kclembagaan:
sarana dan prasarana;
pendanaan: dan

OTHR rg

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal &

Dalam penvelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional,
dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
Lembaga Pengelola Sampah scbagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat berupa:

2)

a. Unit Pelaksana Teknis:
>,BUMD;b

. Pihak Ketige; dan
d. Badan Lavanan Umum Daerah.
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Bagian Keuga
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan_ strategi
Pengelolaan Sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dan Pasal 6 diperlukan tempat pengolahan dan
pemroscsan.
Tempah pengolahan dan pemrosesan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat berbentuk:
a. TPA Regional: dan/atau
b. TPST Regional.

Pasal 10

TPA Regional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a dibentuk melalui kesepakatan dan kerjasama
antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan
Pemerintah Daerah.
TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas pertimbangan
Clektihtlas Penanganc Sampah regional.

2
)

Dalam menvediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah
melakukan:

(3)

a. pemilthan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang
Wilavah Ducrahy:

b. analisis biava Gun teknoiog dan
c. penyusunan rencana teknis.
Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurut a paling sedikit memenuhi aspck:

(4

a. gcologi, vaitu. udak berada di daerah sesar atau
patahen vagy musih aku, tidak berada di zona bahaya
geologi misalnva dacrah gunung berapi, tidak ada di
dacrah karst. tidak berada di daerah bertahan gambut,
dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap
alr atau lembung:

b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air
tanah vang tidak kurang dari tiga meter, kondisi
xelulusan tanah udak lebih besar dari 10-6 cm/detik,
dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari
{O00 m (seratur meter) di hilir aliran;

c. kemiringan zona, yaitu. berada pada kemiringan
Kurang dari 20% (dua puluh perseratur);

d.jarak dari lapangan terbang sekitar 3000 m (tiga ribu
meter} untius lapangan terbang vang didarali pesawat
turbo jet dan berjarany Iebih dari 1500 m (scribu lima
ratus meter) untuk lapangan terbang vang didarati
pesawal penis lai:
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e.jarak dari pemukiman_ sekitar 1 km dengan
mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan,
penvebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;

f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
dan/atau

g. bukan mcrupakan dacrah banjir periode 25 (dua puluh
lima) tahun.

(5) TPA Regional vang disediakan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.

Pasal 11

Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan
persyaratun teknis harus dilakukan penutupan atau
rehabilitasi.

Pasal 12

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat
melakukan Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah.

-asal 13Pp

(1) Penvedian TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayvat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan

dan hemat lahan;
b.dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan dan pengolah

limbah;
c. mempcrhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi

dan sekitar;:
d. mempcrhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat

sckitar;
€. memperhatikan aspcek kelayakan pembiayaan;

mempcrhaukan jarak pencapaian dan ketersediaan
fasilitas;
micmperhatikan ketersediaan lahan untuk zona
penvangga; dan

f.

ga

h.mempernaukan jumlah Sampah yang mampu diolah
dengan berdasarkan jumlah Sampah yang masuk dan
Residu.

(2) Penyediaan lahan dan TPST Regional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan
daerah osekitarnva dan/atau. dapat dikerjasamakan
dengan Pihak Ketiga.
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Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPA Regional dan/atau TPST
Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1)

(1)

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 15

Pernerintah Daerah membiayal penyelenggaraan
Pengelolaan Sampah regional meliputi:
a. pclavanan jasa TPA Regional; dan/atau
b. pelavanan jasa TPST Regional.
Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemcrintah Daerah
sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabuapten/Kota
scbagal penggina jasa.

(2)

Pemerintah Daeral: sebagai penyedia scbagaimana
dimaksud pada avat (2) berhak memperoleh pembavaran
jJasa pelavanan dari Pemerintah Kabupaten/kKota sebagai
pengguna.

(3)

Mckanisme pembavaran jasa pelayanan disepakati dalam
perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
Pernerintah Kabupaten/ hota,

(4)

Jesa pelavanman scbagaimana dimaksud pada avat (3)
moerupaiscan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas
daerah.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran
jJasa pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Gubernur.3

(6

agian Kelima
Kerjasama

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan terhadap
kegiatan Pengurangan Sampah vang dilakukan
Pemerintah habupaten Nota sesual kemampuan
keuangan dacrah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan tcknis sosialisasi program Pecngurangan

Samiped dau: atau
b. bantuan peralatan pengolahan.,
Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana

2( )

(3)
dimaksud pada ayvat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubcrnur.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Passel17

Dalam Pengcelolaan Sampah, masyarakat, pclaku usaha, dan
pengcelola kawasan berhak:

a.

d.

ge

h.

mendapat pelavanan dalam Pengelolaan Sampah secara
baik dan berwawasan lingkungan;
memanfaatken dan mengolah Sampah untuk kegiatan
ckonom:

berpartulsipasl akut dalam proses pengambilan
keputusan, penvelenggaraan, dan pengawasan di bidang
Pengclolaan Sampah;
memperoleh informasi vang benar, akurat dan tepat
waktu mengenai penvelenggaraan Pengelolaan Sampah;
mendapatkan perlidungan dari dampak negatif dari
kegiatan TPA Regional dan TPST Regional;
mendapalkan kompcnsasi karena dampak negatif dari
kegiatan TPA Regional:
memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan
Pnektingan, bertuna pendidikan lingkungan serda
sosialisasi: daub atau

melaksanasxan pengawasan tcrhadap Pengelolaan
Sampah, tcrmasuk melalui proses pengaduan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e

f.

agian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

Masyarakat dan pelaku usaha selaku sumber/penghasil
Sampah, wajib menungamt Sampah dengan pemrosesan
akhir dengan membavar retribusi.

Pengurangan procuss? Sampah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) duakukan melalui Pengurangan Sampah
sejak dari sumbernya.
Penanganan Sampeah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. menjaga dan mernclihara kebersihan lingkungan;
b. membuang Saimpzeh pada tempatnya;
c. pewadahan Sampuh vang dapat memudahkan proses

pengumpulan, permudeahan dan Pengangkutan Sampah;
d. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnyva; dan

(2)

(3)

e. pemelharaan prasarana dan Sarana Persampahan.



-14-

Pasa] 19

Pelaku usaha wajib mengurangi produksi Sampah dan
menangani Sampah berwawasan lingkungan;

Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penerapan teknologi bersih;

(2)

b. pencrapan tcknologi daur ulang Sarmpah vang aman

bavi keschatan dan Hngkungan; dan
c.membantu. upava pengurangan dan pemantfaatan

Sampah yang dilaxukan Pemerintah Daerah.

Penanganan Sampah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

(3)

a. mcnampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan
oich konsumer::

b.memilih produk vang mengandung lebih sedikit
Sampak /requah fingkungan/dapat didaur ulang;
Pemilanan Seunpan;O

d. produksi kemasan ramah lngkungan;
c. optimalisasl! pengeuinaan bahan daur ulang sebagai

behan baka produk: dan
f pemantaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan

cnerg..

Pasal 20

Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
Indusur, fustiitaes fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
Wajib:
a. menyediakan fasilitas Pemilahan, Pengumpulan,

b.
Pengangkutan, dan Pengolahan Sampah;
memmnimalkan jumlah Sampah vang dihasilkan dan
meminminkdkKan tumleh Sampah kewajiban Sumber
Samipah, bukan penyelola kawasan: dan

bertanggung jawab tcrhadap Sampah vang ditimbulkan
dart aktivitas usahanva,

on

Pasal 21

Dalam hal masvarakat dan pelaku usaha_ tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal TS avat {1} Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20
dikenakan sanksi acininistratif berupa:
@. eguren tertulis:
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghenuan tctap kegiatan;
d. pencabutan sementara izin:
e, pencebeltan letap izin: dan
f. denda administraulf,
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(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Dinas dapat melakukan Koordinasi
terhadap pelaksanaan sesuai kewenangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAII RUMAH

TANGGAN DAN SAMPAI! SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis
rumah tangga terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2) Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja
dan Sampah Spesifik.

(3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnva, tidak termasuk Limbah Bahan
Berbahava dan Beracun.

(4) Ruang lingkup cakupan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
a. Pengelolaan Sampah vang_ selanjutnva’ disebut

Pengelolaan Sampah Regional,
b. Pengelolaan Sampah di kawasan khusus;
c. Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir dan laut

seyauh O-12 mil dari bibir pantai ke arah laut; dan
d. Sungai,

Pasal 22

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1) huruf
a dan hurul b sebelum ciangkut ke TPA Regional atau TPST
Regional dilakukan pengclolaan dengan cara:

a. Pengurangan Sampah; dan
b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 24

(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:
a. pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan

styrofoam sekali pakat;
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b. pembatan umbulan Sampah;
c. pendauran ulang Sampah;
d. pemanfaatan kembali Sampah;
e. peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
dan/atau

f. penvuluhan Pengurangan Sampah.
(2) Pengurangan Sampuh scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang
dapat diguna ulang, bahan vang dapat didaur ulang
dan/atau bahan vang mudah diurai oleh proses alam.

3) Keviatan Peneurangan Sampah sebagaimana dimaksudg g ig 8
pada avat (1j) antare lam:

a. target Pengurangan Sarnpah secara bertahap dalam
jangka waktlu terrentu;

b. Pengurangan Sampah scjak dari sumbernya;
c. penggunaan wadah belanja ramah lingkungan pada

seliap akuvilas perdagangan;
dG. pencragan lexnulcyi Vang rarah lingkungan;
e. kegiatan daur ulang:

pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
penerapan label produk vang ramah lingkungan.Ya

Pasal 25

Penerapian label produk vang ramah lingkungan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) hurug g_ harus
dilaksanakan oleh sctiap produsen dengan mencantumkan
pada kemasan dan/atau mengganti label produk menjadi
ramah lingkungan.

Pasal 26

(2) Prodkusen Calum inclaksanakan kegiatan scbagaimana
dimaksud dahon Pusal 25 imenggunakan bahan produksi
yang meimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat
diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah
diurai oleh proses alam.

2) Produsen sebavgatmana dimaksud pada avat (1) vang
memproduks: Darany dengan kemasan vang udak dapat
atau suds digrar oleh proses alam, bertangsung jawab
mengclola kemasan dari barang yang dihasilkannya.

(3) Tata cara tanggung jawab produsen sebagaimana
dimaksud pada avat (2) diatur lebih lanjut dengan
Poraturan Gubernur,

a

Pnetin Netiga
Ponciganan Sampah

Pasal 27

Kegiatan Penanganan Sampah meliputi:
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(1)
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Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan
Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau_ sifat
Sampah;

a.

pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke Tempat
Penampungan Sementara atau tempat Pengolahan
Sampah terpadu;

b.

Pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari
sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah
sementara menuju tempat Pengolahan Sampah terpadu,

pengolahan dalam bentuk mengubah_ karakterisuk,
komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau

d.

Pemrosesan Akhir Sampah dalam bentuk pengembalian
Sampah danfutau Residu hasil pengolahan scbelumnya
lke media Hnerungan secara aman.

Pasal 28

Pemilahan Sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
27 hurufa harus dilakukan melalui Sumber Sampah.
Dalam hal masvuraket atau pelaku usaha vang berada dl
kauwasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri belum melakukan Pemilahan Sampah di Sumber
Sampah, Pemilahan dilakukan di fasilitas Pengolahan
Sampah.

2)

Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan
permutiman, kaweasan komersial, kawasan industri, dan
harus menvediakan wadah Sampah berdasarkan kriteria
wadah Sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah di
keawesan Vang bersangkKutan,

(3)

WNriteria wadah Samipah scbagaimana dimaksud pada
aval (G) miclipus:
a. wadah Sampah organik;
b. wadah Sampah anorganik; dan/atau
c Wadab Sampan bahan berbahava beracun dan/atau

Sampah vang ieengandung bahan hberbahava dan
beracun.

Penvediaan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada
avat (4) harus memenuhi standar wadah Sampah.

(5

Pasal 29

Pengumpulan Sampah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 hurai b dilukukan dengan memindahkan
Sampaoh dar Sumber Sampah ke tempat fasilitas
pengolah Sampah sementara sesuai persyaratan vang
ditentukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan(2

scpagaimanda cdinaksud pada avat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur,
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(5)

(6)

(1)
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Pssal 30

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
hurul ¢ dilakukan dengan kegiatan membawa Sampah
dari:
a. rumah ke TPs;
b. TPS ke TPA; dan/atau
c. TPA ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.

Pengangkutan scbagaiamana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh pengelola kawasan atau
Pemerintali Dacrah.

(2)

Pengangkutan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
dan huruf c dapat dilakukan melalui kerjasama dengan
Pihak Ketiga.

(3)

Pengangkutan Sampah dari Tempat Penampungan
Sementara ke tempat Pengolahan Sampah_ terpadu
Gilakukan denevan alat angkut yang memenuhi
persVeratand teknis dan lavak jalan alat angkut Sampah.

(4)

Persvaratan teknis dan lavak jalan alat angkut Sampah
harus memenuhi persvaratan keamanan, keselamatan,
kesehatan, ingkungan, kKenvamanan, dan kebersihan.

Persvaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
scsuai standar sebagal berikut:
aw mengeunaken pak dengan penutup;
Db. ingy) bus maksirum 1,6 (satu koma cnam}) meter;
c. ada sekat pernisah;
d.ada alat pengunekit:
e. bak Sampak vang tidak bocor;
ho Usia permakihar ahi angkut minimal adalah S-7 tahun;

dan

g. volume muat Sampah 6-8 m3 atau 3-5 ton dalam 1

(satu) Kali rotasi.

Pasa! 3]

Pengelola kawasen permukiman, kawasan komersial,
kawesaun industri, fasilitas umum, fasilitas sosisal, dan
fasiilas iainnva duarus menycdiakan fasiitas Pengolahan
Sampah skala kaweasan.

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) mehputi kegiatan:

2

a. pemadatan, Penulahan, pengolahan vang ramah
Hagin

b. pengormposan;
ce. daur ulang mater: dan/atau
d. daur ulang cnergi.
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Pengolahan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengubah_ karakterisuk Sampah,
komposisi dan jumlah Sampah yang meliput::
a. perubahan fisik:
b. perubahan melalui proses kimia; dan
c. perubuhan melalui proses biologi.
Pernerintuah Daerah menvelenggarakan Pengolahan
Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional.

Pengolahan Sampah pada TPA Regional dan/atau TPST
Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan
kepenlingan miasVerctwell,

Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST
Regional scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
sesuai perumbangan teknis vaitu:
a. fungsi dari TPA Regional dan/atau TPST Regional;
b. komponen Sampah vang akan diolah untuk saat
sekarang dan masa mendatang;

c. diagram albus proses pengolahan;

(5
-

(6)

dad. lagu beban pengolahan:
le

peralatan vang akan digunakan;f.

si upava pengendalian lingkungan; dan
ho pert bene perctimbangan esteuka.

Poergorefion Sumpedh di “PPA Regional dan/atau TPST
Regional scbagaimana dimaksud pada avat (4) meliputi:
a. Pengolahan Sampah vang belum dipilah dari Sumber

Sampah;
b. Pengolahen Sampah vang sudah dipilah dari TPS; dan
C. Pengeltha Sanipah vang sudah dipilah dan/atau

Residue Sampah dart kKawasan khusus.
Pengoiahan Sanspal: di TPA Regional dan/atau TPST
Regional scbagaimana dimaksud pada avat (7) huruf a
dan huruf ¢ menggunakan:
a. mictode lahan urig terkendah dan/atau landfill; dan
bo lesmologi ranean Haugkungan,

Pengolahan Sampead di TPA Regional dan/atau TPST
Regional sebagatmana dunaksud pada avat (7) hurut b
mengegunakan teknoiogi ramah lingkungan.

(Y)

Pasal 32

Pomrosesan Akhir Sampah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 hart oe dilaxukan di TPA Regional untuk

Sirouoah dan/atau Residu Sampah yang
udak mengandung plastik sebelumn ke media lingkungan
secara aman.
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(2) Penvediaan lahan TPA Regional scbagaimana dimaksud
pada ave (1) menjaci langgung jawab Pemerindah
Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/ hota,

(3) Lokasi TPA Regional scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilavah Provinsi Riau.

Bagian Keempat
Pencpatan Lokasi

Pasal 33

(1) Penepatan lokasi tempat Pengolahan Sampah regional
didasarkan pada riteria penetapan lokasi tempat
Pengolahan Sampah Regional.

(2) Kriteria penepatan lokasi tempat Pengolahan Sampah
Regional sebavaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan ketentian peraturan perundang-
undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup,
dan penataan ruang wilavah Riau.

(3) Kriteria penetapan lokasi tempat Pengolahan Sampah
Regional sebaytimaca dimaksud pada ayat (2) diatur
lebin lanjut dengan Peratuuran Gubernur.

Pasal 34

Pengopcrasioan tempat Pengolahan Sampah Regional
dilakukun scsua!l dengan sistem dan proscdur operasi teknis
Pengolukan Sampah terpadu sesuai dengan ketentuan
peraturar peruidany- undangan,u

Pasal 35

Rencana pengoperasian témpat Pengolahan Sampah Regional
sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 34 harus dilengkapi
dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V
PIENYIELIENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAI] SUNGAI

LIAN LAUT

sugian Kesatu
Sungal

Pasal 36

(1) Pengeoiaan Stumped pada Sungal dilakukan pada
Sungal, sempudan Sungel, allran Sungai dari dan ke
danau, dan bendungan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolasin Sampah pada Sungai scbagaimana
dimansad pada avat {1} dilakukan oleh Pemerintah
Dacrati tichuur Dinos atau lembaga vany ditunjuk oleh
Gubernur.
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Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui
mekanisme koordinasi dan kerjasama.

2
(S

Ketentuan lebih ianjut mengenai Pengelolaan Sampah
pada Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4)

Bagian Kedua
Laut

~%asal 37P

Pengclolaan Sampah pada pcerairan laut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas atau lembaga vang
ditunjuk oleh Gubernur,

Pengelolaan Sampah pada laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada perairan laut 0-12 mil dari
garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

2

1

Ponvuclolasa Sorpal: sebaugaimana dimaksud pada ayat
(liomencadup Pengeohkuan Sampah:
a. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari aktivitas

transportasi laut;
b. Pengclolaan Sampah plastik yang berasal dari wisata
bahari

c¢. Pongefoluan Saripah plasuk vang berasal dari kelautan
dan perlkangny don

d. Pengelolaan Sumpuh plastik vang berasal dari akuvitas
pesisir dan piieu-puilau keeu.

Keientuan Icbin lanjut mengenai Pengelolaan Sampah
ao es)

pada laut diatur denvean Peraturan Gubernur.

3}

(4)

BAB VI
PENYELENGGARAAN PIENGIELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Nesatu
Uintum

Pasal 38

Jenis Sampeh Spesitik mecput:

a
9

5

Seanipah very Menvancdurny 133;

Sampah vang Mendangund Limbag B3;
Sampah vang Timbul Akibat Bencana;
puing Bongkaran Bangunan;
Sampah vang Pimbul Secara Tidak Periodik: dan/atau
Sampah vang Secara Peknolog! Belum Dapat Diolah.

Pasal 39

Pengelolaan Sampah Spesifik melipuu:
a,

b.
pengurangan: dan

penanganan,



(1)

(3)
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Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 40

Pengurangan Sampah Spesifik dilakukan melalui:

a. Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik;
b. Pendauran Clang Sampah Spesifik; dan/atau
c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
Pengurangan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud
pada avat (1) discsuaikan dengan jenis Sampah Spesifik
sebagaimana dimeaksucd dalam Pasal 38.

2

Pasal +1

Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah
dan limbah vang mengandung bahan berbahava dan
beracun dilakukan dengan cara:

memilih barang dan/atau produk yang mempunyai
label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;

bomemitih barang danfatau produk vang mempunyai
petunjuk cara penegunaan, penvimpanan dan pasca
pengeunaanm: dany atau

c.memilih bareng dan/atau produk yang dapat didaur
ulang.

Pendauran Ulany Sampah Spesifik berupa Sampah dan
limbah Vang menganding banan berbahava dan beracun
dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi bahan
baku dan/atau barang vang berguna setelah melalui
proses pengolahan.

2]

Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik berupa Sampah
dan limbah vang mengandung bahan berbahava dan
beractai dilakukai cengan cara menggunakan kembal
sClurun scbavian Sampah dan limbah vang
Meigancwny boiin oerbeahave dan beracun.

Pasal 42

Pembatasan Timbuian Sampah Spesifik berupa Sampah vang
tumbul secara tidak poriudik dari kegiatan massa! dilakukan
denger: Belen

a. Pembatasan Timbulan Sampah yang timbul dari kegiatan
massal dilakukan dengan cara:

l.mengeunaxan Dahan baku produksi yvang dapat didaur
lang dan, atau cimanfaatkan kembali; dan/atau

2. mMenguranygi penggunaan bahan kegialan yang
Imepgandung balan berbahayva beracun dan/atau limbah

bahan berbahava beracun,
b. Pendauran Clean Satipah vang timbul dari kegiatan massal
dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi barang vang
berguna setciah melalui proses pengolahan; dan
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c. Pemanfaatan Kembali Sampah vang timbul dari kegiatan
massal dilakukan dengan cara:

l.mengguna ulang Sampah untuk fungsi vang sama

dan/atau fungsi vang berbeda; dan/atau

2.mengguna ulang scbagian dari Sampah yang masih
bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan.

Bayian Ketiga
Perangaban

Pasal 43

(1) Penanganan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan
melalut:
a. Permilahan;
b. pengumpulan:
c. Pengangkutan:
d. pengolahan; dan/atau
e. Pemrosesan Akhir Sampah.

(2) Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud
pada avat (1) discsuaikan dengan jenis Sampah Spesitik
scbaugubnuna dirnaksud dalam Pasal 38.

Pasal 44

Tata cara Pengangkutan. pengolahan dan Pemrosesan Akhir
Sampah dan himbah vang mengandung bahan berbahaya dan
beracun ddaksan.aca sesucd dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan ch ‘pidang pengelolaan Limbah Bahan
Berbahava dan Beracun.

Bagian Neempat
Penanganan Sampah vang Timbul Akibat Bencana

Pasal 45

Gubernur melakukan koordinasi Pengelolaan Sampah yang
timbul akibat bencana ke Bupati/ Walikota.

Pasal 46

(1) Penilehan Ssinpah vang timbul akibat bencana
dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah vang timbul
akibat bencana.

(2) Pemiiahan Sampah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah
berdasarkan jenis vang melipuu:
a. Sampah dan/atau limbah vang mengandung bahan

berbahava dan beracun;
Dbangkal binstanyy dan

c. Sampath laiinya.
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Pasal 47

Pengangkutan Sampah vung umbul akibat bencana dilakukan
dengan cara membawa Sampah dari sumber menuju sarana

yang telah ditetapkan dengan alat angkut scsuai dengan
kondisi Sampah.

Pasal 48

Pemanfaatan Kembali Sumpah yang timbul akibat bencana
dilakukan deaygarm memeéataatkarn jenis Sampah vang dapat
langsung digunakan dengan cara:

a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama
dan/atau fungsi vang berbeda, untuk Sampah yang tidak
mengandung bahan berbahava dan beracun dan/atau
Sampah udak menyandung Limbah Bahan Berbahaya
dan Beractun: dan/atau

b. menggunakan ulang Sampah yang masih bermanfaat
lanpa melalui proses pengolahan, untuk Sampah vang
tidak mengandung bahan berbahava dan beracun
dan/fatau Sampah udak mengandung Limbah Bahan
Berbahava dan Beracun.

Pasal 49

Pengolaban Sasnpad: vung umbul akibat bencana dilakukan
terhedar Soinped. sane cidek dapat dimanfeatkan Kembali
dengali cara Menguvat: silat, komposisi dan/atau volume
Sampah vang dilakukan berdasarkan hasil Pemilahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Prasal 30

Pemrosesan Arun Sariypauio vang umbul akibat bencana
dilakukan terhadap Sampah vang tidak dapat dimanfaatkan
dan/atau diolah di TPA/TPST Regional.

Bagian Kelima
Penangeanian Puing Bongkaran Bangunan

2asal 3]

Pemilahan puing bongkaran bangunan dilakukan di lokasi
bongkaran dengan cara mengclompokkan berdasarkan jenis
Sampah vang miclipuiu:
a mengandung bahan berbahava dan beracun dan/atau

Limbah Bahan Berbuhava dan Beracun;
Bb. dapat didcurr tiles:
c. dapat dimeanlaatkean kembali; dan

udak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan
kembal.

d.
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Pasal 52

Pengumpulan puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap
puing bongkaran bangunan sesuai yang telah dikelompokkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Prisal 53

(1) Pengunkutan pain » bongkaran bangunan dilakukan
dengan cara memindahkan puing bongkaran bangunan
menuju fasilitas pendauran ulang, fasilitas pemantfaatan
kembali atau fasilitas pengolahan.

iy
z

Yr

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan alat angkut vang memenuhi persyaratan
tekis dan laik jalen alat angkut sesuai dengan kondisi
puing bongkaran bangunan.,

Pasal 54

Pengolahan puing bongkaran bangunan dilakukan sesuai
dengan hasil Pemilohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 dengur tatea: untuk mengubah sifat, komposisi,
dan/atau volume piling bongkaran bangunan,

Pasal 55

Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilakukan
terhadap puing Dongkaran bangunan vang udak dapat

Gan aii Giolih di TPAYTPST Regional.d

Bagian Kecnam
Penanganan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pusal 56

Pemilahan Sampah vang timbul secara tidak periodik
dilakukan dengan cara micngelompokkanSampah menjadi:
a. Sampath vane mengandung bahan berbahava dan

beracun dan/atau Sampah vang mengandung Limbah
Bahan Berbahave dan Beracuny;

b. Sampah vang mudah terural;
c. Sampah vang dapat digunakan kembalh;

Go Badupadi Vedig ditpei aidaur ulang; dan/atau
e. Sanipeds lade,

2asal S7

Pengumpulan Sampah vang timbul secara tudak periodik
dilakulkan Gemgan Keloemtuian:

a Gihusxusan di Kegiatan untuk Sampah vang timbul
dari kegiatan massal:

b. dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemilahan untuk
Sampeh berukuran besar; dan



(1)
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dilakukan di lokasi vang ditetapkan oleh Gubernur untuk
Sampah vang timbul di pesisir, laut, dan perairan
daratan.

Pasal 58

Pengangkutan Sampah vang Umbul secara udak periodik
dilakukan dengan ketentuam

a. Pengangkutan Sumpah yang timbul dari kegiatan
massal dilakukan dari tempat pengumpulan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a paling
lama 2 (dua) hari sejak dikumpulkan atau setelah
kegiatan massal selesai dilakukan ke:

l.fasilitas Pengclolaan Sampah_ Spesifik untuk
kelompok Sampah vang mengandung bahan
berbahava dan beracun dan/atau Sampah vang
mengandiung Limbah Bahan Berbahaya dan

2.TPA Regional atau TPST Regional untuk Sampah
vang mudah terurai, Smapah vang dapat digunakan
kembali, Sarmpah vang dapat didaur ulang dan/atau
Sampat: kane.

bo Pornasngvsotn.: Supa vang berukuran besar
dilakukan denget cara memindahkan Sampah_ ke
fasilitas Penguimpulan Sampah yang disediakan oleh
Pemerintah Dacrah; dan

c. Pengungkutan Sampah vang timbul di pesisir, laut,
dan operairan daratan dilakukan dari lokasi
pengumptiuan ke fasilitas Pengelolaan Sampah
Spusuig,

Pengaungkuton Soameoh vang timbul secara tidak periodik
scbagaimana cdinuiksud pada avat (1) menggunakan alat
angkur vang memenuhi persvaratan teknis dan laik jalan
alat angkut sesua:r dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

(2)

d \Pusial 39

Pengeloliaa Sumpah vang tmbul dari kegiatan dilakukan
sesual dengan jemis Sampah hasi! Pemilahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dengan
yuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau
voluine Sampalh svang dilaksanakan sesuai dengan
kelenladan perature perundang-undangan.
Penola berakuran besar dan Sampah vang
Urmbul di pesisir, laut dan perairan daratan dilakukan
sesual dengan jemis Sampah hasil Pemilahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terhadap
Sampeah vang tidak dapat didaur ulang atau
dimantaatkan Kembali.
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Pasal 60

Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul secara tidak periodik
dilakuxkan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan
dan/atau diolah vang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 61

Pemerintah Dacrah bertanggung jawab melakukan
Ponanganan Sumpat vang seeara teknologi belum dapat
diokanh,

Dalam omelaksanukan taneging jawab scbagaimana
dimaksud pada avat (1), Gubernur dapat mengusulkan
jenis Sampah tertentu untuk ditetapkan oleh Menteri
menjadi Sampah yang secara teknologi belum dapat
diolah.

)
G

Ketentusa Jelsh laniut mengenat Penanganan Sampah
yang secara tcknolog! beium dapat diolah, diatur dengan
Peraturan Gubernur,

BAB VI
PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM

PENGIELOLAAN SAMPAH

Pasal 62

Masvarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah
vany disclenggaraken oleh Pemerintah Dacrah,
Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalut:

2 )

a. pemberian usul, perlimbangan, dan saran kepada
Pomeriiak dan ‘atau Pemerintah Daerah;

b. peruiusan Keb gakeén Pengciolaan Sampaly
¢. pemberian saran dan pendapat dalarn penvelesaian

sengkela persSampahan;
G.inenegur orang dan/atau sekelompok orang yang

mclakukea pombtuangan Sampah sembarangan; dan
Ce Cae Gabba ay eth) “et sekelompuk Orang yang

membieng Su:npauh sembarangan kepada pihak
berwenang,

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

peran masvarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3

L313
PEENENGHATAN PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 63or

Dalam penyvelenggeraan Pengelolaan Sampah, peran
Saitian pendidikin perlu ditingkatkan dalam Pengclolaan
Samipah.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(1)

(2)

Peran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) merupakan satuan pendidikan yang menjadi
wewenang Pemerintah Daerah.

(2)

Pengelolaan Sampah melalui satuan pendidikan di bawah
wewenang Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui
koordinasi ureter Pemerintah Daerah dengan
Kabupaten “hota.
Satuan pendidikan vang dimaksud pada ayat (2) dapat
memberikan edukasi mengenai Pengelolaan Sampah
melalui kegiatan pembelajaran di kelas.

Pengeloluan Sampah melalui satuan pendidikan, dapat
Cihakwtsar Mehdi kerjasama dengan Dinas Pendidikan
Provitisi Riau,
Selain melalui satuan pendidikan, Pengelolaan Sampah
dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi,
kegiatan pelatihan atau kegiatan keagamaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah
pada lembaga pendidikan diatur dengan Peraturan

hen)

Gubernur.

AIS LX
PENGEMBANGAN DAN PINE RAPAN TEKNOLOGI

Pasal 64

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah
Revional. Pornerintah Deecral: melakukan penehuan dan
pengembangear tekiclog! ramch lingkungan vang dapat
mendaur wang Sampah menjadi sumber cnergi listrik,
dan sumber ckonomt yang dapat meningkatkan
pendaparan ash dacrah.
Peicerintah Dacrah dalam melakukan penclitian dan
penvembangil teknoloy! sebagaimana dimaksud pada
aval il} horus a diaper mengikutscrtakam:
A. DerRurbia) Ligel:
Db. loribaga ponchuian dan pengembangan;
c. budan usahiu;:

d. lembaga swadava masvarakat vang bergerak di bidang
Pengelolaan Sampeh: dan/atau

Is

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI

Pasa! OS

Pernerintah Dacrah menvelenggarakan sistem informasi
menegenal Peneclolanan Sampah Regional.
Lavanan mtormasi scbavaimana dimaksud pada avat (1)
berpusat pacaoserver lavanan data dalam jaringan vang
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mengikuti
arsitektur sisterm pemerintahan berbasis elektronik
Pemerintah Daerah.



(4)

(1)

(2)
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Lavanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Keuga setelah
mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang
mengurusi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika Pemerintah Daerah.

(3

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan informasi mengenal:

Sauce
b. potensi Umbulan Sampah;
c. komposisi Sampah;
d. karakterisuk Sampah:
e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
f. informasi evcologis lokasi Pihak Ketiga pengelola

Sampah mengsunakan teknologi internet ot things;

g. informs) gcolugis iokasi Bank Sampah Induk Regional,
TPST Regional dan TPA Regional;

h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah
mengeunakan teknolog! baru dan analisis big data;

I. deport a Penevelolaan Sampah di
Kabupaten Nok

j. laporan pemantauan dan evaluasi Pemrosesan Akhir
Sampah sctiap 6 (enam) bulan;

ko lavanan pengaduen masvarakat; dan
L. inforrmesi kui terkait Pengelolaan Sampah Rumah
Vangie dan Sampak Scjenis Sampah Rumah Tangga
say daperliueds rangka Pengelolaan Sampah.

Inforiias: scodugealiiaiaa dunaksud pada ayat (4)
ternubung sebagai satu jejarmg sistem informasi
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik, Sampah
Supget can Sampath Laut,

(5

Infurmas! sebogaimana dimaksud pada avat (5) harus
dapat ciakses terbuka olch masvarakat.

(6)

Pemerintal) Daerah menganalisis, memperbaruil dan
mempublikast ‘!aporan status Pengelolaan Sampah
dacrak seuap | (satui tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperluken,

(7

BAB Xl
N EN I ASA NI A

Pasal Of

Pemerintah Dacrah dapat melakukan kerjasama dengan
Kabupaten/RKotu dan/atau Pihak Ketiga dalam
pelaksanuan Poneelonuar Sanmipeh.

KRemasama scbavgainana cdimaksud pada avat (1)
diwiwudkan dalam pentuk dokumen perjanjian
kerjasama.



(3) Kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a. efisiens? dan clextvitas:
b. optimalisasi manfuat kerjasama Pengelolaan Sampah;

c. koordinasi dan ketcerpaduan;
d. harmonisasi dan keseimbangan;
e. saling membantu dan saling ketergantungan,
f saling menguntunekan; dan

ge. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

(4) Keriasama schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal
yang divtur dengan Peraturan Guberaur.

(5) Dinas melakukan pengawasan dan pengendahan
terhadap pelaksanasn kerjasama scbagaimana dimaksud
pada avat (1).

ae

(6) Pongawosan Gan
pengendaliey

scbagaimana dimaksud
pada avul (5) diickukan oleh Tim yang ditctapkan olch
Gubernur.

(7) Ketentuan mengena! tata cara pelaksanaan kerjasama
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
denvan Kelentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal o7

(1) Poemerimtah Duerah dalam melaksanakan Pengclolaan
Sampah Regional dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga
Galem bentuk perjarnjian herjesama.

(2) Kerasama sebaseinuna dimaksud pada ayat (1) tdak
Menehilanskan kewenangan Pemerintah Dacrah dalam
Penge lolaan Samnpah Regional.

(3) Bentak kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupet:
B

a. Penvelolaan Sampak di TPA/TPST Regional: dan
b. pemanfaatan hasil dari Pengolahan Sampah_ di
TPA/TPST Regional mergadi produk ramah lingkungan
chan rfa:ckonomi.

(I) Netentian inmenvena: lata cara pelaksanaan kerjasama
Gengan Proak Reton sebagrimina dimeksiid avat (1) dan
aval (2) dilakukan sesuai dengan ketenltuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal oS

Dee ' sede Gey te :
}

Pengelonus 3 paah Staigal dilekeusesi melalui
koordinast dam kerjasama antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan
kewenangan daerah aliran Sungai, dan/atau
Pihak NKetiga., menu:
a Pengeloman Sampeah plastik vang berasal dari aktivitas

[rae SpUriisr

pen \¢



Pengclolaan Sampah plastik yang berasal dari wisata
bahari; dan

b.

Pengelolaan Sampah yang berasal dari aktivitas
perikanan.

Pasal 69

Pengelolaan Sampah pada laut dilakukan melalui koordinasi
dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Pemcrintuh Kabupaten/ hota, dan/atau Pihak Ketiga.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Baglin Wesel
Pendanaan

Pusal 7O

Pendanaan Penseiolaan Sampah bersumber dart:

angvaran pendapatan dan dbelanja dacrah; dan/atau
sumber lain vang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.

Bagian Kedua
NOMpPensast

Pasal 7]

Masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan
yang ditimbulkan olch kegiatun Pengelolaan Sampah di
TPA/TPST Regional dapat diberikan kompensasti.

(1

ce

Dampak negatil lingkungan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa:

2

2. PUNCenlarap ory
Db. pencenieran
c. pencemaran tanaly:
d. longsor;
e, kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan

Pohal an rncnunbulkan dampak negaul

Pasal 72

Kompensasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 71
diberixan berdasarkan hasil invesugasi dan kajian teknis.

Investigaus) dan kafian teknis scbagaimana dimaksud
pada avat {1} dilakusan oleh tim tcknis vang ditetapkan
olen Gubernur.
Bentuk kompenscus: scbagaimiana cdimaksud pada avat (1)
berupiu

2)

a. relokasi:



(4)

(1)

(2)
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b. pemulihan lingkungan,
c. biava kesehatan dan pengobatan; dan

d. kompensasi bentuk lain.

Kompensasi kepada masvarakat vang terkena dampak
lingkungan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
scbagai pengguna jasa dalam biaya kompensasi dampak
negauf lingkunmean vang disepakati dalam perjanjian
kerjasama antara Pemerintah Dacrah dengan Pemerintah
habupaten/ hota.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 73

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam
Pengelolaan Sampah Regional.
Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota delat Pengelolaan Sampah dengan
bentuk:
a. koordinasi;
>. fasilitasn
e. pendidikan dan pclauihan; dan
d. penchtian dan pengembangan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
kegiatan:
a. bimbingan tleknis serta konsultasi dalam kegiatan

Pengelolaan Samipehy
b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang

Pengelolaan Sampah:
Copendigikan dan pewatihan di bidang Pengelolaan
Sampo

d. perencanaan, penclitian, pengembangan, pemantauan
dan evaluasi Pengclolaan Sampah;

c. fasililas: penvelescdan persclisihan antar dacrah;
f fasthtasl kerjasama antar daerah, badan usaha dan

thesVarakat dalam penvelenggaraan prasarana dan
saranda Pengeloliacs: Sampah; dan
lasilitesi banituian tcknis penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana Pengclolaan
Sampah.

(3)

ge
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

Pemerintah Dacrah melakukan pengawasan dalam
Pengelolaan Sampah Regional.
Gubernur melakukan pengawasan teknis kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengclolaan Sampah
dalam bentuk:

(2)

ee. VOVICW!

b. monitoring;
c. evaluasi; dan
1. pemeriksanaan.
Pengawasan sebayaimana dimaksud pada ayat (1)
mehputt:
a, penerapan standar pelayanan minimal;
b., penerapan standar operasional prosedur;
c. penerapan norma, standar, pedoman kriteria; dan
d, pelaksanaan penyclolaan, evaluasi dan pemantauan

lingkungan,
Pengawasan sebagaimana cdimaksud pada (1)

d

dilaksanmadkan vich Dinas dan dapat meclibatkan lembaga
Lernxcit.

BAB XIV
PICNVICUCSAIAN PERSELISIHAN

ul

Umuin

Peasal 75

Petmerintah Dacrah memfasilitasi penyelesaian
perschsihan Pengeluian Sampah antar Kabupaten/kKota
Gellar | fsatu) Daerah,

Penvelesaian persclisihan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar
pengadilan ataupun melalui pengadilan.
Penyelesalan persclisihan scbagaimana dimaksud pada
avai (1) dan ayvat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2

(3)

Hsagian Kedua
Penvelesalan Persclisihan di Luar Pengadilan

Pasal 70

Penvelesaian perseclisihan di luar pengadilan dilakukan
dengan mediasi, nevosiasi, arbitrase, atau pilihan lain
Fav qed adedar pono pila vany bersenyketa,
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Dacrah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah int diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Dacrah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

GUBERNUR RIM

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pj). SEKREFARYS DAERAH PROVINS!I RIAC

MUHAMMAD TAUFIOQ OFSMAN HAMID

LEM BARAN DAEKAH PROVINSE RIAU PATIUN 2025 NOMOR:

NOREG PERATURAN DAKRAH PROVINSI RIAU:

>en Sesuai Dengan Aslinya
BIRO HUKUM

W /DHARMADI, SH. MH.
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bina Tingkat I (IV/b)

>”19840326 200903 1 003

Admin
Typewritten text
9 Mei 2025

Admin
Typewritten text
9 Mei 2025

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
ttd.

Admin
Typewritten text
4

Admin
Typewritten text
( 4-53/2025 )



II.

-36-

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

UMUM
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar
tersebut memberikan konsekuernsi baliwea Pemerintah wajib memberikan
pelayanan publik dalam Pengclolaan Sampah. Hal itu) membawa
konsckuensi hukum bahwa Pcmerintah merupakan pihak yang
berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah
meskipun secara opcrasional pcngclolaannya dapat bermitra dengan
badan usaha.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat
di Provinsi Riau disatu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis,
dan karakterisuk Sampah vang semakin beragam, dan di sisi lain
Pengclolaan Sampah belum scsuai dengan mctode dan tcknik Pengclolaan
Sampuh yang berwawasan lingkungan schingga dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kesechatan masyarakat dan lingkungan.
Schingga Pengelolaan Sampah harus dilakukan secara komprehensif dan
terpadu sesual dengan prinsip vang berwawasan lingkungan sehingga
udak menimbulkan dampak negatif tcrhadap keschatan masyarakat dan
lingkungan, memberikan dampak secara ekonomi, serta dapat mengubah
periiaku masvarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tanggan dan Sampah Scjenis Sampah Rumah Tangga
menjadi payung hukum serta skala nasional dalam Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyclenggaraan Pengelolaan
Sampah Regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab
dan kewenangan Pemermtah Dacral: serta peran masyarakat dan dunia
usaha, schingga dapat berjalanm secaura proporsional, efekuf dan efisien.
Oleh karena itu, Pengelolaan Sampah merupakan suatu bentuk
pelaksanaan pelavanan publik, maka Pemcrintah Dacrah merupakan
pihak vang secara institusional memiliki wewenang dan tanggung jawab di
bidang Pengclolaan Sampah.

T.

ib

PASAL DEMI PASAL
Pasal ]

Cukup jelas
Paseal 2

Cukup jclas
Pasal 3

Cukup jelas
-asal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Ayal (1)
Cukup jelas

p

Pp

P
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Typewritten text
4



-37-

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Ekonomi Sirkular adalah model ekonomi
yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai produk, bahan, dan
sumber daya alam pcrekonomian, sehingga meminimalkan
kcrusakan sosial dan lingkungan.

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat {5}
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d
Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip cfisiens: dan produktuvitas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jclas
Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf¢
Cukup jelas

Ayat (4)
Hurufa

Cukup jelas
Hurufb

Cukup jelas
Hurufe

Cukup jelas
Hhuruf d

Cukup jelas
Hurute

Cukup jelas

p

p

p
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Huruff
Cukup jelas

Hurufg
Cukup jelas

Ayat (5)
Hurufa

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset,
drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Hurufb
Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap
air, saluran pengumpul! dan instalasi pengolahan, wilayah
penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Hurufc
Fasilitas operasi misalnya alat berat dan truk pengangkut
Sampah dan tanah.

Huruld
Fasilitas penunjang misalnya bengkcl, garasi, tempat
pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan
perlama.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
1p

Yang dimaksud dengan “kondisi khusus” dalam ketentuan ini
misalnya tcrjadi bencana alam, bencana non alam, dan_terjadi
persclisihan Pengclolaan Sampah.

Pasal 13

Ayat (1)
Hurufa

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Hurufe

Cukup jelas
Huruf d

Culp jelas
Hurufe

Cukup jelas
Huruff

Cukup jelas
Hlurutg

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah wilayah
yang mengeliling: atau berdampingan dengan area TPST
Regional.

Huruth
Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Avyat (3)
Cukuiyp ielas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas

p

p

p
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Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya
sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya
secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana. Dan
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “teknologi bersih” adalah semua

produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan
ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu
mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis,
dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan Sampah.

Hurufb
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas

Avat {3}
Hurufa

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Hurut d

Yang dimaksud dengan “kernasan ramah_ lingkungan”
adalah kemasan vang dapat terurai secara alam.

Hurufe
Cukup jelas

Huruff
Cukup jelas

Pasal 20
Hurufa

Fasiliias Pemilahan vang disediakan diletakkan pada tempat
yang mudah dyangkau oleh masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jclas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

D.

p.

Pp
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Hurufc
Cukup jelas

Hurufd
Yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan
merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan
Sampah sejak awal proses produksi.

Ip

Hurufe
Cuxkup jelas

Hurul t
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jeles

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Avat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “wadah Sampah organik” adalah
tempat penampungan atau tong Sampah untuk jenis
Sampah yang mudah terurai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “wadah Sampah anorganik “ adalah
tempat penampungan Sampah atau tong Sampah yang
jJenis Sampahnya dapat digunakan kembali, Sampah yang
dapat didaur ulang, dan Sampah lainnya.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksuc dengan “wadah Sampah” adalah tempat
penainpungan Sampah Rumah Tangga yang merupakan tong
Sampah.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Avat (1)

Cukup jelus
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (-+]

Cukup jelas
AVal (9)

Cukup jelas
Avat (6)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia
yang mengatur jenis alat angkut Sampah.

p

Pp

Lrn
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Avat (1)
“kawasan permukiman” meliputi kawasan dalam bentuk kluster,
apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,
dan tempat hiburan.
Yang dimaksud dengan “kawasan industri" adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki
izin Usaha kawasan industri.
Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal
angkutan tmum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan,
dan trotoar.
Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah
ibadahi, panti asuhnan, dan panui sosial.
Yang dirnaksud dengan “fasiliias lainnya” adalah yang tidak
terrnasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial,
fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata,
kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Avat (2)
Hurufa

Yang dimaksud “pemadatan” adalah cipta/karya/upaya
mengurangi volume Sampah dengan cara dipadatkan baik
secara manual maupun mekanis, sehingga Pengangkutan
ke tempat pembuangan akhir lebih efisien.

Hurufb
Yang dimaksud dengan “pengomposan’ adalah proses
mengatur dan mecmanipulasi Sampah secara_ bertahap
rusaK, atau membusuk, oleh bakteri tanah dan organisme
unnva schingge dapat digutinakan scbagai pupuk.

Hurute
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas1p

Avat (3)
Cukujs jelus

Avat (-4)

Cukup jelas
Avat (5)

Cukup jelas
Avat (6)

Cukup jelas
Aval (7)

Cukup jelas
Avat (8)

Cukup jelasp
Avat (9)

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

1.

Cukup jelas
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Pasal 34
Cukup jclas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasa] 38
Hurufa

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mengandung bahan
berbahava beracun (B3)” adalah Sampah yang berasal dan. rumah
tangga dan kawasan yang mengandung adalah zat, energi dan/atau
komponen lain yang karena_ sifat, konsentrasi dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, keschatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Hurufb

P.

Yang dimaksud dengan “Sampah vang mengandung limbah bahan
berbahaya beracun (B3)" adalah Sampah yang berasai dari sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan rumah tangga dan kawasan yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

Hurutc¢
Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul akibat bencana”
adalah matcrial organik dan anorganik yang bersifat padat yang
timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana
susiul.

Huruld
Yang dimaksud dengan “puing bongkaran bangunan” adalah puing
yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan
scluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Hurulc
Yang dimaksud dengan “Sampah vang umbul secara udak periodik”
addlan Sumpah yang uUmbul dari kegiatan manusia vang sewaktu-
waktu dapat terjadi, voluinenya besar dan perlu penanganan
khusus.

Huruff
Yang dimaksud dengan “Sampah yang secara teknologi belum
dapat diolah” adalah Sampah vang penanganannya sccara teknologi
oelum tersedia di indonesia.

Pasal 39
Cukup jclas

Pasal 40
Avat (1)

Hurufa
Yang dimuksud dengan “Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik”
adalah upava meminimalisasi timbulan Sampah yang
dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk
dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya
kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh
implementasi Pembatasan Timbulan Sampah antara lain:
a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur

ulang dan mudah terurai olch proses alam;
b.membatasi penggunaan barang dan/atau. kemasan yang

menganduny B3; dan/atau

p.



43

c. mengclola. penggunaan barang dan/atau kemasan sekali
pakai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah Spesifik”
adalah upava memanfaatkan Sampah menjadi barang yang
berguna sctelah melalui suatu proses pengolahan terlebih
dahulu.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik”
adalah upava untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan
fungsi yang sama alau fungsi vang berbeda dan/atau
mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat
tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Avat (1)

Hurufa
Yang dimaksud dengan “Pemilahan” adalah kegiatan
mengclompokkan dan memisahkan Sampah secsual dengan
jems,

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan
mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke
TPS atau TPS 3k.

Hurute¢
Yany dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan
membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju TPST
atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak
bermotor vang didesain untuk mengangkut Sampah.

Hurul a
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah
karakterislix, Komposisi, dan/ataujumlah Sampah.

Hurufe
Yang dunaksud dengan “Pemroscsan Akhir Sampah” adalah
kegiautan mengembalikan Sampah dan/atau Residu_ hasil
pengolahan sebclumnva ke media lingkungan secara aman

Avat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Lp

p

Dp

Cukup jelas
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Hurufc
Contoh Sampah lainnva antara lain Sampah_ berukuran
besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa
puing-puing, abu, batu, batang-batang pepohonan yang
tumbang, dedaunan, Sampah perkotaan dan Sampah
aktivitas lainnva seperti pertanian/perkebunan, peternakan,
perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 47
Kondisi Sampeah vany Timbul Akibat Bencana antara lain Sampahnya
basah dan bercampur fumpur.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Hurufa

Cukup jelas
Hurufb

Yang dimaksud dengan “daur ulang” adalah upaya
meimnanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

bfurure
Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan kembalh” adalah upava
untuk mengguna ulang Sampah scsuai dengan fungsi yang sama atau
fungsi yang berbeda dan/atau. mengguna ulang bagian dari
Sampah vang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses
pengolahan terlebih dahulu.

Hurufd
Cukup jeias

Pasal 52
Cukup jclas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Hurufa

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Hurufc

Cukup jelas
Hluruld

Cukup jelas
Hurute

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah berukuran besar,
rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing,
abu, batu, batang-batang pepohonan yang tumbang, dedaunan,
Sampah perkotaan dan Sampah_ aktivitas lainnya seperti
perLutian,perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan
kKeglatan pariwisata.

Pasal 57
Cukup jclas

p.

p.
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Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasai 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasa! 63
Cukup jelas

Pasa: OF
Cuxup jJelas

Pasa! 65
Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Ava (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Hurufe
Cukup Jelas

Hurutd
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruff
Yang dimaksud “Internet of Things” adalah sebuah konsep
vang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi
berbasis internet.

Hurufh
Yang dimaksud “analisis big data” proses pengumpulan,
pemeriksaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk
menemukan tren, wawasan, dan pola yang dapat membantu
pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik.

Hurul i

Cukup jelas
Hurutj

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas
Huruf |

Cukup iclas
Avat (5)

Cukup jelaus
Ayat (6)

Cukup jelas
Avat (7)

Cukuip jelas
Pasal 66

Cukup jelas

p
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Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Avat (1)

Kompensasl merupakan bentuk pertanggungjawaban
pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di Tempat
Pemrosesan Akhir yang berdampak negatif terhadap masyarakat
dan pelaku usaha.

Avat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah suatu perubahan
kcadaan disuatu tempal pcnampungan air seperti danau,
Sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas TPA/TPST
Regional.

Huruf b
Dimaksud dengan pencemaran udara adalah kehadiran satu
atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer
dalam jurnlah vane dapat membahayakan kesehatan
manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan
kenyamanan, atau merusak properti akibat aktivitas
TPA/TPST Regional.

Hurufe
Dimaksud dengan penecmaran tanah adalah keadaan di mana
bahan kimia buatuin manusia masuk dan mengubah
lingkungan tanah alami akibat akuvitas TPA/TPST Regional.

Pasal 72
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas

Hurufd
Yang dimaksud dengan “Kompensasi bentuk lain”, antara
lain bantuan rehabilitasi rumah tinggal dan bantuan
rehabilitasi jalan.

Ayat (4)
Cukup jclas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)

Cukup jclas
Ayat (2)

Cukup jelas

1D

p.

p.

Avat (3)
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Hurufa
Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b

Cukup jelas
Hurufc

Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelius
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Ayat (1)
Penyelesaian perselisihan persampahan di luar pengadilan
disclenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna
menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak
negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara
lain, perintah mcmasang atau memperbaiki prasarana dan sarana

Pengelolaan Sampah.
Pasal 78

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan
oich satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili
kelompox.

Pasal 79
Avat (1)

P.

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang vang terbentuk
atas kchendak dan kcinginan sendiri di tengah masvarakat vang
tujuan dan kegiatannva meliputi bidang Pengelolaan Sampah.

Awal (22)

Yang dimaksud dengan biava atau pengeluaran rill adalah biaya yang
secara nvata dapat dibukukan telah dikeluarkan oleh organisasi
persampanan.

Ayal (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jclas

Pasal 81
Cukujp jelsis
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